MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2023

Tentang Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang
2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN, BUPATI KEBUMEN,
Menimbang: Menimbang;:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2023;

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem
bangunan Nasional dan, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimaria telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
UndriagUndang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nornor 41 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keburnen
Tahun 2023;

. bahwa dengan adanya perubahan kerangka pendanaan mengenai

pendapatan, belanja, dan pembiayaan , rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas Daerah dalam bentuk pergerseran. penambahan
dan/atau pengurangan. serta unruk menciptakan sinergi anrara
prioritas dan sasaran pembangunan dalarn Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Keburnen Tahun 2023 dengan prioritas program
dan sasaran pernbangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Tahun 2021-2025 sesuai dengan hasil evaluasi
pelaksanaan sampai dengan akhir Bulan Juni Tahun 2023, perlu
mengubah Peraturan Bupati Keburnen Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Kebumen:

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimaria dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nornor 41 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keburnen Tahun 2023;

Mengingat:

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

7.

Mengingat:

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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10.

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

10.

11.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
121);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

18.

19.

20.

21.

22.

18.

19.

20.

21

22.

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
188);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
96);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 170);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
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2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 188);

Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022

KEBUMEN TAHUN 2023. TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.
Pasal 1 Pasal |

Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023,
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen untuk periode I
(satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mengubah kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja dan
pembiayaan, Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan
Prioritas Daerah Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 Nomor 41) menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi

pedoman dalam :

a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kebumen Tahun
Anggaran 2023; dan

c. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen.
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Pasal 3
RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI1:PENDAHULUAN
b. BABIl: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

e. BAB V:RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

g. BAB VII: PENUTUP

Pasal 4
Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
daJam Lampiran I, Lampiran 11, Lampiran III, dan Larnpiran 1V
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5 Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah | Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten

Kabupaten Kebumen. Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 .Juni 2022 pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI KEBUMEN, BUPATI KEBUMEN,

ttd. ttd.
ARIF SUGIYANTO ARIF SUGIYANTO

Ditetapkan di Kebumen Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 .Juni 2022 pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
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KABUPATEN KEBUMEN, KABUPATEN KEBUMEN,
ttd. ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
TAHUN 2022 NOMOR 41 NOMOR 40
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